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KATA PENGANTAR

Cy yukur Alhamdulillah, buku ini disusun berdasarkan
SK. Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di
Perguruan Tinggi dengan sumber materi utama diperoleh dari kursus
calon dosen Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan I (pertama) tahun
2005, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan
Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, yang
diselenggarakan pada tanggal 12 sampai dengan 23 Desember 2005 di
Jakarta.

Substansi kajian dalam kursus tersebut yang sekaligus sebagai
pokok-pokok kajian yang dijadikan topik-topik esensial dalam body of
knowledge PKn di Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang sekaligus
sebagai bahan penyusunan silabus meliputi: Falsafah Pancasila,
Identitas Nasional, Politik dan Strategi, Demokrasi Indonesia, Hak
Asasi Manusia dan Rule of law, Hak dan Kewajiban Warga Negara,
Geopolitik dan Geostrategi Indonesia.

Metodologi pembelajaran “PKn untuk mahasiswa di PTU”
menganut prinsip implementasi kurikulum dan pembelajaran berbasis



kompetensi. Pembelajaran tidak lagi sekedar mentransfer ilmu,
memperkaya hafalan tetapi menuntun mahasiswa untuk mempertajam
pemahaman konsep dan melatih kemampuan implementasi konsep
dalam rangka memenuhi amanat sosial tuntutan kepentingan manusia,
Orientasi pembelajaran tidak lagi pada kepentingan pengajaran tetapi
kepentingan belajar. Oleh sebab itu, struktur bahan ajar dalam
perkulizhan ini meliputi: Kompetensi dan Indikator, Data dan Fakta,
Kasus dan ilustrasi, Uraian Teori/Konsepsi, Latihan, Daftar Istilah
Kunci, Daftar Pustaka.

Penulisan buku ini tidak lepas dari sumbangan pemikiran dari
rekan-rekan dosen peserta kursus calon dosen Pendidikan
kewarganegaraan angkatan I (Suscados PKn) Desember 2005,
khususnya kepada bapak Tim Perumus, yaitu: Drs.Sumarno (Univer-
sitas Negeri Semarang), Dra. Elly Malihah, M.Si. (UPI Bandung), Dra.
Sri Untari, M.Si. (Universitas Negeri Malang), Yulita Gani, SH. (Uni-
versitas Tridinanti Palembang), DR. Syahrial Syarbaini, M. A. (Uni-
versitas Indonusa Esa Unggul), Drs. Bambang Irawan, M.Si. (Univer-
sitas Merdeka Malang).

Semoga materi buku ini bermanfaat dalam penyelenggaran
pendidikan kewarnegaraan di perguruan tinggi, demi menghadapi
tantangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan, amin!

Wassalam!

Jakarta, 20 Agustus 2006

Penulis.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG FILSAFAT PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI
UMUM :

@embahan yang terjadi di dunia, dewasa ini terasa begitu cepat,
sehingga berakibat pada tatanan yang telah ada di dunia ini
berubah, sedangkan disisi lain tatanan yang baru belum terbentuk. Hal
itu berakibat pada sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini
kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang selama ini menjadi
panutan hidup telah kehilangan otoritasnya, sehingga manusia menjadi
bingung. Kebingungan itu menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika
terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik
sekaligus juga mempengaruhi bidang moral dan sikap perilaku manusia
di berbagai belahan dunia, khususnya negara berkembang termasuk
Indonesia. Guna mengantisipasi kondisi tersebut di atas, pemerintah
perlu membuat tindakan yang signifikan agar tidak menuju suatu
kondisi yang lebih memprihatinkan. Salah satu tindakan yang dapat
dilakukan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai panutan hidup dalam
berbangsa dan bernegara secara lebih efektif yaitu melalui bidang



pendidikan. Adapun upaya di bidang pendidikan khususnya pendidikan
tinggi yaitu dengan mengadakan perubahan-perubahan di bidang
kurikulum yang diharapkan mampu menjawab problem transformasi
nilai-nilai tersebut, Sesuai dengan acuan strategi pembangunan pendidik-
an nasional berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas,
sehingga dengan demikian perlu ditetapkan bahwa:

1. Kurikulum Perguruan Tinggi khususnya Kurikulum Inti Pendidikan
Kewarganegaraan perlu dirancang berbasis kompetensi yang sejalan
dan searah dengan desain kurikulum bidang studi di perguruan
tinggi

2. Proses pembelajaran berpendekatan kepentingan mahasiswa yang
bersifat mendidik dan dialogis

3. Profesionalisme dosen selaku pendidik perlu terus menerus
ditingkatkan.

Semua ini akan dijabarkan ke dalam tiga topik yang meliputi :

(1) Pancasila sebagai dasar dan etika kehidupan berbangsa dan
bernegara.

(2) Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun masyarakat
demokrasi berkeadaban.

(3) Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Umum sebagai
dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan.

Landasan pendidikan Kewarganegaraan

Dasar pertimbangan pendidikan kewarganegaraan di perguruan
tinggi adalah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat
Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan bahasa. Yang
kemudian diejawantahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kuri-
kulum tingkat satuan Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah
pendidikan Agama, pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indo-
nesia serta Bahasa Inggris dan kurikulum tingkat satuan pendidikan
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tinggi Program Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah yang
bermuatan kepribadian, kebudayaan serta mata kuliah statistika dan
atau matematika. '

Berdasarkan pertimbangan di atas maka Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi memutuskan dengan SK No. 43/DKTI/Kep/2006
tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengem-
bangan Keperibadian di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah
mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun
1960-an yang dikenal dengan Mata Pelajaran “Civic” di Sekolah Dasar
dan merupakan embrio dari “Civic Education” sebagai “the Body Of
Knowledge”. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen penge-
tahuan (the Body Of Knowledge) diarahkan untuk membangun
masyarakat demokrasi yang beradab. Secara normatif, Pendidikan
Kewarganegaraan memperoleh dasar hukum yang diatur dalam Pasal
3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (selanjutnya disebut UU tentang Sisdiknas) yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Ketentuan di atas harus dipahami sebagai pendidikan yang akan
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang
didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan tujuan
pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang-undang tentang Sisdiknas
yang berbunyi, vaitu:

“...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggungiawab” .
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Dari ketentuan tgrsebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
pendidikan demokrasi merupakan bagian integral dari pendidikan na-
sional. Oleh karenanya secara kontekstual dewasa ini pendidikan
demokrasi sangat memerlukan adanya pemahaman bersama tentang
perlunya perubahan dan penegasan kembali mengenai visi, misi, dan
strategi psiko-pedagogis dan sosio andragogis pendidikan kewarga-
negaraan, dimana pendidikan demokrasi menjadi bagian substansinya.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang
mempunyai obyek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan,
dengan menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai
kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan
yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler
kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmiah kewarga-
negaraan. Demikian pula pendidikan demokrasi merupakan suatu
konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pe-
mahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui
interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan
diorientasikan pada upaya sistematis dan sistemik untuk membangun
kehidupan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, rekonseptualisasi
pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi
Indonesia sangatlah diperlukan, karena ternyata proses pendidikan
politik, demokrasi, dan HAM selama ini belum memberikan hasil yang
menggembirakan dan prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat
mata dapat dilihat pada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang
cenderung anarkhis, pelanggaran HAM di mana-mana, komunikasi
sosial-politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalah- -
kan, dan kontrol sosial yang sering lepas dari tata krama, serta ter-
degradasinya kewibawaan para pejabat negara. Hal im1 dapat dibuktikan
dari hasil “ National Survey of Voter Education” (Asia Foundation: 1998)
yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% dari sampel nasional meng-
indikasikan belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana
demokrasi.
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Proses rekonseptualisasi pendidikan demokrasi dapat didasarkan

pada asumsi-asumsi dasar sebagai berikut:

1.

Komitmen Nasional untuk memfungsikan pendidikan sebagai
wahana untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan bangsa, memerlukan wahana psiko-pedagogis
(pengembangan potensi didik di sekolah) dan sosio-andragogis
(fasilitasi pemberdayaan pemuda dan orang dewasa dalam
masyarakat) yang memungkinkan terjadinya proses belajar
berdemokrasi sepanjang hayat melalui pendidikan demokrasi;
Transformasi demokrasi dalam masyarakat Indonesia memerlukan
konsepsi yang diyakini benar dan bermakna yang didukung dengan
sarana pendidikan yang tepat sasaran, strategis, dan kontekstual
agar setiap individu warga negara mampu memerankan dirinya
sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, berwatak, dan
beradab;

Pendidikan demokrasi yang dilakukan dalam konteks pendidikan
formal, non formal, dan informal selama ini belum mencapai sasar-
an optimal dalam mengembangkan masyarakat yang cerdas, baik,
berwatak, dan beradab. Untuk itu diperlukan upaya sistematis dan
sistematik untuk mengembangkan model pendidikan demokrasi
yang secara teoritis dan empiris valid, kontekstual handal, dan
akseptabel;

Secara psiko-pedagogis dan sosio-andragogis, pendidikan demo-
krasi yang dianggap paling tepat adalah pendidikan untuk mengem-
bangkan kewarganegaraan yang demokratis (education for democratic
citizenship), yang didalamnya mewadahi pendidikan tentang,
melalui, dan untuk demokrasi (education about, through, and for
democracy) yang dilakukan secara sistemik dalam sistem pendidikan
formal termasuk pendidikan tinggi;

Untuk mendapatkan model pendidikan kewarganegaraan yang
secara psiko-pedagogis dan secara sosio-andragogis akseptabel dan
handal diperlukan upaya untuk mengkaji kekuatan konteks,
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kehandalan input dan proses, guna menghasilkan produk pendidikan
yang memadai sesuai dengan visi, dan misi pendidikan kewarga-
negaraan untuk masyarakat warga Indonesia (civil society / madani/
masyarakat Pancasila).

Pendidikan demokrasi dapat dilihat dalam 2 (dua) setting besar,
yaitu: “school-based democracy education” dan “society-based democracy
education”. School-based democracy merupakan pendidikan demokrasi
dalam konteks atau berbasis pendidikan formal, sedangkan sociaty-based
democracy education merupakan pendidikan demokrasi dalam konteks
atau yang berbasis kehidupan masyarakat.

Secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia telah
digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sejak dar
usulan BP KNIP tanggal 1945 sampai munculnya Undang-undang No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU tentang
Sisdiknas). Menurut Pasal 3 Undang-undang tentang Sisdiknas, tujuan
pendidikan nasional dinyatakan sebagai: “berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratisdan bertanggungjawab”. Dengan
demikian sejak tahun 1945 sampai sekarang ini, instrumen peraturan
perundang-undangan telah menempatkan pendidikan demokrasi
sebagai bagian integral dari pendidikan.

Dalam tatanan instrumen kurikuler, pendidikan demokrasi telah
disajikan dalam berbagai mata pelajaran dan mata kuliah. Namun demi-
kian pendidikan demokrasi di Indonesia belum berhasil secara mendasar
karena belum mengembangkan paradigma pendidikan demokrasi yang
sistemik, sehingga upaya pengembangan “avic intelligence, civic partici-
pation, and responsibility” melalui berbagai dimensi “civic education”
sebagai wahana utama pendidikan demokrasi belum dapat diwujudkan
secara maksimal.

Secara paradigmatik sistem pendidikan kewarganegaraan yang
didalamnya juga menyangkut pendidikan demokrasi memiliki tiga
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komponen, yaitu: kajiapn ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan,
program kurikuler pendidikan kewarganegaraan, dan gerakan sosial-
kultural kewarganegaraan, secara kcheren bertolak dari esensi dan
bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan,
nilai dan sikap kewarganegaraan, dan ketrampilan kewarganegaraan
haruslah dioptimalkan

B. VISIDAN MISI KELOMPOK MATA KULIAH
PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN

Visi kelompok MPK di perguruan tinggi merupakan sumber nilai
dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program
studi guna mengantar mahasiswa memantapkan keperibadiannya
sebagai mansuia indonesia seutuhnya.

Misi kelompok MPK di perguruan tinggi membantu mahasiswa
memantapkan keperibadiannya agar secara konsisten mampu me-
wujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan
dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan
dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang
dimilikinya dengan rasa tanggung jawab.

C. KOMPETENSIDASAR MATA KULIAH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
diromuskan sebagai berikut: Agar mahasiswa menjadi ilmuan dan
profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air demo-
kratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya
saing, berdisiplin dan berdedikasi aktif dalam mebangun kehidupan
yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila.

Substansi Kajian mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
adalah:
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a. Filsafat Pancasila _
i. Pancasila sebagai sistem fifsafat
ii. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara

b. Identitas nasional
1.  Karakteristik identitas nasional
ii. Proses berbangsa dan bermnegara

¢. Politik dan Stategi
i,  Sistern konstitusi
ii. Sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia

d. Demokrasi Indonesia
1. Konsep dan prinsip demokrasi
ii. Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi

e. Hak Asasi Manusia dan Rule of Law
i. Hak Asasi Manusia (HAM)
ii. Rule of Law

f. Hak dan Kewajiban Warganegara
i. Warganegara Indonesia
ii. Hak dan Kewajiban Warga negara Indonesia

g. Geopolitik Indonesia
i.  Wilayah sebagai ruang hidup
ii. Otonomi Daerah
h. Geostrategi Indonesia
i.  Konsep Astra Gatra
ii. Indonesia dan perdamaian dunia

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN
TINGGI UMUM: SEBAGAI DASAR NILAI DAN
PEDOMAN BERKARYA BAGI LULUSAN

Pendidikan abad 21 yang disepakati oleh 9 menteri pendidikan
dari negera-negara berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indone-
sia di New Delhi 1996, pendidikan harus berperan efektif dalam hal :
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1. Mempersiapkan pribadi, sebagai warga negara dan anggota
masyarakat yang be'rtanggungjawab.

2. Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable de-
velopment) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan
hidup.

3. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan,
pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni demi kepentingan kemanusiaan.

Senada dengan hal di atas, Konferensi Dunia tentang pendidikan
tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Paris pada tahun 1998
yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 140 negara termasuk Indonesia
menyepakati perubahan pendidikan tinggi ke masa depan yang ber-
tumpu pada pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi
adalah:

1. Selain meneruskan nilai-nilai, transfer ilmu pengetahun teknologi
dan seni, juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi
tentang bangsa dan kemanusiaan.

Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam

konteks yang dinamis.

3. Mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu
maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai
perubahan sosial yang berkaitan dengan perubahan ke arah

- kemajuan, adil dan bebas.

&

Sesuai dengan kesepakatan dunia yang telah disebutkan di atas,
pendidikan nasional Indonesia melakukan penyesuian yang dituangkan
dalam Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001 bahwa visi Indonesia 2020,
bertujuan terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi,
bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih
dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Malik Fajar (1999), masyarakat Indonesia seperti wujud
visi Indonesia 2020 tersebut disebut juga sebagai “Masyarakat
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Madani”, yaitu suatu nasyarakat yang memiliki “demokratis dan
beradab” atau masyarakat yang berkarakter sebagai berikut :

1. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pancasilais.

2. Demokratik, berkeadaban, menghargai perbedaan, keragamaman,
pendapat dan pandangan.

3. Mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM),
kesetaraan, dan tidak diskriminatif.

Sadar, tunduk pada hukum dan ketertiban.

5. Mampu berpatisipasi dalam pengambilan keputusan publik,
memiliki keahlian, keterampilan kompetitif dengan solidaritas
universal.

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat
beradab dan demokratis.

7. Belajardan berlangsung sepanjang hayat, membangun warganegara
berkeadaban.

UU No.20 Tahun 2003 memberikan rumusan tentang Visi In-
donesia 2020 berupa masyarakat warga yang beradab (Civil Society,
masyarakat madani) yang hendak diwujudkan melalui Pendidikan
Nasional sebagai berikut:

“Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang
demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2020, Pendidikan Tinggi
Nasional Indonesia memiliki program jangka menengah yang disebut
Visi Pendidikan Tinggi Nasional 2010, sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa untuk
menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab bagi
kemampuan bersaing bangsa mencapai kehidupan yang bermakna.
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2. Membangun suatu sistem pendidikan pinggi yang berkontribusi
dalam Pembangunan masyarakat yang demokratik, berkeadaban dan
inklusif, menjaga kesatuan dan persatuan Nasional.

Dengan dasar itu semua maka perguruan tinggi harus mampu
menghasilkan:"Manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara
moral, kompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan,teknologi dan
seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan peme-
nuhan amanat sosial”.

Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan
Pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah dimaksud
tidak kunjung tiba. Sementara Peraturan Pemerintah belum keluar maka
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang
Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa dan No. 045/U/2002 tentang Kurikulum
Inti Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut
ketentuan ini Pendidikan Kewarganegaraan termasuk dalam kelompok
Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK).

Secara ideal Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran
untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai Warga Negara In-
donesia yang berkepribadian mantap serta mempunyai rasa tanggung
jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Adapun aktualisasi dari
Pendidikan Kewaganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa
sebagai ilmuan profesional sekaligus Warga Negara Indonesia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) yang tinggi.
Hal ini sesuai dengan paradigma Pendidikan Tinggi Nasional yang telah
dicanangkan untuk 2003-2010.

Proses pembelajaran sebagai pemupukan nasionalisme, ke-
sadaran berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa sebagai calon cendi-
kiawan, ilmuwan, ataupun tenaga profesional yang berkemampuan
kompetitif secara internasional mendasarkan pada prinsip-prisnsip dan
pola Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).
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Materi Kajian Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan paradigma Pendidikan Tinggi 2003-2010, kom-
petensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dapat
dirumuskan sebagai berikut :

1. Melahirkan warga negara yang memiliki wawasan berbangsa dan
bernegara, serta nasionalisme yang tinggi.

2. Melahirkan warga negara yang memiliki komitmen kuat terhdap
nilai-nilai HAM dan demokrasi, serta berfikir knitis terhadap
permasalahannya.

3. Melahirkan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam upaya
menghentikan budaya kekerasan, menyelesaikan konflik dalam
masyarakat secara damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-
nilai universal, dan menghormati supremasi hukum (rule of law).

4. Melahirkan warga negara yang mampu memberikan kontribusi
terhadap persoalan bangsa dan kebijakan publik.

5. Melahirkan warga negara yang memiliki pemahaman internasional
mengenai “Civil Society”.

Dengan memahami latar belakang filosofis Pendidikan Kewarga-
negaraan di Perguruan Tinggi Umum, maka diharapkan pelaksanaan
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipertanggung-
jawabkan dengan alasan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan,
paradigma pendidikan demokrasi secara sistemik dengan pengembang-
an civic intellegence, civic participation, and civic responcibility dari “civic
eduction” merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan
dapat menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian profesional
serta berkeadaban khas Pancasila.

Pancasila harus menjadi Core Phylosophy bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara demokratis dalam
rangka mewujudkan masyarakat warga yang beradab. Berdasarkan itu
semua, Perguruan Tinggi Umum harus mampu menghasilkan manusia
yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam
penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki
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komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial
tersebut
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